
 
IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015 

Tentang  

Penangguhan Pembayaran Upah Minimum Regional    
 

Pemohon : Sukarya dan Siti Nurrofiqoh 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara 

 

: Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 beserta Penjelasannya bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945  

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian 
1.1. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak 

wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum 
yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 

1.2. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak 
wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum 
yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat 

2. Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 90 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279) tidak dapat diterima 

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan 
selebihnya 

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya 

Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2016 

Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon adalah sekelompok orang, warga negara Indonesia, yang mempunyai 
kepentingan sama dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh dan keluarganya.  
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Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C 
ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 
UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-
Undang, in casu Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 beserta Penjelasannya terhadap UUD 1945 
sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. 

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon masing-masing adalah 
pimpinan serikat buruh/pekerja. Para Pemohon berkedudukan sebagai sekelompok orang, 
warga negara Indonesia, yang mempunyai kepentingan sama dalam memperjuangkan hak 
dan kepentingan buruh dan keluarganya sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Anggaran 
Dasar Gabungan Serikat Buruh Mandiri dan Pasal 7 Anggaran Dasar Serikat Buruh Bangkit. 
Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut 
para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 90 
ayat (2) UU 13/2003 beserta Penjelasannya dengan alasan bahwa para Pemohon berhak 
untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja. Terkait hal tersebut, terdapat potensi bahwa hak konstitusional para Pemohon akan 
dirugikan dengan berlakunya Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 beserta Penjelasannya dan 
kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, apabila 
pengusaha tidak membayarkan upah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Bahwa kerugian 
konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon 
dikabulkan. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan 
hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo. 

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 beserta 
Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa pemberian izin penangguhan upah bagi perusahaan untuk tidak 
membayarkan upah pekerja/buruh sesuai dengan upah minimum mengakibatkan 
pekerja/buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan standar hidup layak sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Terhadap Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003, para 
Pemohon mendalilkan penangguhan pembayaran upah minimum oleh perusahaan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 mengakibatkan buruh/pekerja tidak 
dapat memenuhi kebutuhan standar hidup layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 
28D ayat (2) UUD 1945. Terkait hal tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam 
Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011. Oleh karenanya 
meskipun dasar pengujian yang diajukan para Pemohon berbeda namun pada prinsipnya 
Mahkamah telah memberikan pertimbangan terkait penangguhan pembayaran upah 
minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Dengan demikian menurut Mahkamah, 
pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 
2011 tersebut mutatis mutandis berlaku pula dalam permohonan a quo. 

Bahwa terkait Penjelasan Pasal 90 ayat (2), para Pemohon mendalilkan Penjelasan 
Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 telah memberi ruang kepada pengusaha untuk tidak wajib 
melaksanakan pembayaran atas kekurangan upah yang ditunda selama jangka waktu 
tertentu. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin 
adanya kehidupan yang layak bagi pekerja. Menurut Mahkamah, upah minimum selain 
merupakan upaya perlindungan dasar bagi pekerja/buruh, juga sebagai jaring pengaman 
(safety net) yang dimaksudkan agar upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah. 
Pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang bersangkutan karena 
penetapan oleh Gubernur/pejabat tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Dewan 
Pengupahan dan/atau Bupati/Walikota. Faktanya, tidak semua pengusaha mampu 



 3

memberikan upah minimum kepada pekerja/buruh, sebagaimana telah dipertimbangkan 
Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011. Oleh 
karenanya penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh 
dimungkinkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada pengusaha 
maupun kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Dari sudut pandang pengusaha, 
penangguhan pembayaran upah minimum memberikan kesempatan kepada pengusaha 
untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pada periode 
tertentu atau kurun waktu tertentu. Adapun dari sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan 
pembayaran upah minimum memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk tetap 
bekerja pada perusahaan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai 
keberlangsungan hubungan kerja. 

Bahwa Pasal 90 ayat (1) UU 13/2003 menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. 
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam 
dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan 
ayat (2) UU 13/2003. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembayaran upah minimum oleh 
pengusaha kepada pekerja/buruh adalah keharusan dan tidak dapat dikurangi. Adapun 
penangguhan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) UU 
13/2003 pada dasarnya tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk 
membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha 
selama masa penangguhan tersebut. Dengan kata lain, selisih upah minimum dengan 
pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan adalah hutang 
pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh. Hal tersebut demi memberikan 
perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh untuk dapat menerima 
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada 
pengusaha agar yang bersangkutan tidak berlindung di balik ketidakmampuan tersebut. 
Pembayaran upah di bawah upah minimum oleh pengusaha yang didasarkan atas 
penetapan pejabat yang berwenang/Gubernur atas permintaan dari pengusaha sangat 
rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa (abuse of power). Oleh 
karena itu selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha tetap 
menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya. 

 Bahwa terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) 
UU 13/2003 dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 yang telah menimbulkan 
penafsiran berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada 
pekerja/buruh. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” yang 
menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja, sehingga ketentuan a quo juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) 
UUD 1945. Untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan 
bagi pengusaha dan pekerja/buruh, Mahkamah harus menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 
90 ayat (2) UU 13/2003 sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan 
upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan 
UUD 1945 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada 
hari Kamis, 29 September 2016 yang amarnya menyatakan:  
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

1.1. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar 
pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan 
penangguhan” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar 
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pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan 
penangguhan” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat; 

2. Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak 
dapat diterima; 

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya; 

  
 

 

 


